&) UNTAR

Universitas Tarumanagara

13 Februari 2026

Nomor : 0019/Int-KLPPM/UNTAR/11/2026
Perihal : Keterangan pelaksanaan publikasi penelitian

Bersama ini, Kepala LPPM Universitas Tarumanagara menerangkan bahwa penelitian dengan luaran
berjudul “Dari Mengendalikan ke Mengakomodasi Air: Evaluasi Alternatif Kebijakan Banjir Jakarta
Berbasis USG & Four-Feasibility” adalah benar publikasi ilmiah atas nama Adam Madigliani Prana,
S.T., M.T., M.SC., Ph.D. dosen Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK)
yang merupakan hasil penelitian oleh dosen yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Tarumanagara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala LPPM

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

-cp-

OFFICE EMAIL

JI. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440 humas@untar.ac.id
PHONE WEBSITE M@VE
+62 21-5671 747 (Hunting) untar.ac.id begond

+62 21-5695 8723 (Admission) @Xfod
Untar Jakarta



PENELITIAN DOSEN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

UNTAR

Universitas Tarumanagara

Judul:
DARI MENGENDALIKAN KE MENGAKOMODASI AIR: EVALUASI ALTERNATIF
KEBIJAKAN BANIJIR JAKARTA BERBASIS USG & FOUR-FEASIBILITY

Disusun oleh:
Adam Madigliani Prana, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
NOVEMBER 2025



HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

. Judul Penelitian

. Nama Mitra
. Dosen Pelaksana

A. Nama dan Gelar
B. NIDN/NIK

C. Jabatan/Gol.

D. Program Studi
E. Fakultas

F. Bidang Keahlian
G. Nomor HP/Telp

. Mahasiswa yang Terlibat

A. Jumlah Anggota
(Mahasiswa)

1. NIM dan Nama
. Lokasi Kegiatan Mitra

A. Wilayah Mitra
B. Kabupaten/Kota
C. Provinsi

. Metode Pelaksanaan

7. Luaran yang dihasilkan

8. Pendanaan

Biaya yang diusulkan

Menyetujui,
Kepala LPPM

: DARI MENGENDALIKAN KE MENGAKOMODASI

AIR: EVALUASI ALTERNATIF KEBIJAKAN BANIJIR
JAKARTA BERBASIS USG & FOUR- FEASIBILITY

: AKUNTANSI BISNIS
: FAKULTAS EKONOMI

: +62 821-2211-9797

. Kota Jakarta Barat
. Prov. D.K.I. Jakarta

-/ -

NIDN 0316017903

: ADAM MADIGLIANI PRANA, S.T., M.T., M.SC., PH.D
: 0321067701

Jakarta, 3 November 2025

Pelaksana

yi7 -

Adam Madigliani Prana, S.T., M.T., M.SC., PH.D

NIDN 8998301024



Abstrak

Paper ini menelaah banjir Jakarta, dengan fokus pada kampung pesisir, untuk (i) mengidentifikasi akar masalah, (ii)
menyusun dan menilai alternatif kebijakan, serta (iii) merekomendasikan opsi yang paling layak dan adil. Metodologi
menggabungkan studi pustaka kualitatif dan analisis dokumen untuk memetakan permasalahan penyebab banjir,
kemudian mengidentifikasi masalah utama menggunakan skoring USG (Urgency—Seriousness— Growth) berbasis
penilaian pakar lintas instansi. Hasil USG menetapkan “pengelolaan banjir yang tidak efektif” sebagai problem
statement karena dampaknya paling cepat dirasakan dan paling mungkin ditangani segera. Tiga alternatif kebijakan
yang disusun—(a) urbanisme amfibi, (b) peningkatan kapasitas retensi di kawasan tangkapan, dan (c) perlindungan area
retensi eksisting—dievaluasi dengan kerangka Bardach & Patashnik melalui empat kriteria kelayakan: technical
feasibility, economic & financial possibility, political viability, dan administrative operability. Penilaian terstruktur
(penjumlahan berbobot) menunjukkan alternatif (¢) memperoleh skor tertinggi (35), mengungguli (b) (32) dan (a) (29).
Pembahasan menegaskan perlunya pergeseran dari paradigma “mengendalikan air” ke “mengakomodasi air”, yang
didorong oleh kebijakan tata ruang agar paparan dan kerentanan menurun tanpa beban biaya dan konflik sosial-politik
yang tinggi. Pembangunan urbanisme amfibi pada area perkampungan juga dapat menjadi kebijakan alternatif karena
dapat mengurangi bahaya banjir dengan tetap memberikan kesempatan bagi kaum marjinal pada permukiman informal
untuk tetap tinggal pada huniannya.

Kata kunci: Banjir Jakarta; Adaptasi Banjir; Tata Ruang; USG (Urgency—Seriousness—Growth); Analisis multikriteria.
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Abstrak

Paper ini menelaah banjir Jakarta, dengan fokus pada kampung pesisir, untuk (i) mengidentifikasi akar
masalah, (i) menyusun dan menilai alternatif kebijakan, serta (iii) merekomendasikan opsi yang paling layak dan
adil. Metodologi menggabungkan studi pustaka kualitatif dan analisis dokumen untuk memetakan permasalahan
penyebab banjir, kemudian mengidentifikasi masalah utama menggunakan skoring USG (Urgency—Seriousness—
Growth) berbasis penilaian pakar lintas instansi. Hasil USG menetapkan “pengelolaan banjir yang tidak efektif”
sebagal problem statement karena dampaknya paling cepat dirasakan dan paling mungkin ditangani segera. Tiga
alternatif kebijakan yang disusun—(a) urbanisme amfibi, (b) peningkatan kapasitas retensi di kawasan tangkapan,
dan (c) perlindungan area retensi eksisting—dievaluasi dengan kerangka Bardach & Patashnik melalui empat
kriteria kelayakan: technical feasibility, economic & financial possibility, political viability, dan administrative operability.
Penilaian terstruktur (penjumlahan berbobot) menunjukkan alternatif (c¢) memperoleh skor tertinggi (35),
mengungguli (b) (32) dan (a) (29). Pembahasan menegaskan perlunya pergeseran dari paradigma “mengendalikan
air” ke “mengakomodasi air”, yang didorong oleh kebijakan tata ruang agar paparan dan kerentanan menurun tanpa
beban biaya dan konflik sosial-politik yang tinggi. Pembangunan urbanisme amfibi pada area perkampungan juga
dapat menjadi kebijakan alternatif karena dapat mengurangi bahaya banjir dengan tetap memberikan kesempatan
bagi kaum marjinal pada permukiman informal untuk tetap tinggal pada huniannya.

Kata kunci: Banjir Jakarta; Adaptasi Banjir; Tata Ruang; USG (Urgency—Seriousness—Growth); Analisis multi-
kriteria.

I. Pendahuluan

Menurut (Cuny, 1991), banjir dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis: banjir sungai (riverine flooding),
banjir genangan (standing floods), banjir bandang (flash floods), dan banjir pesisir (coastal flooding). Banjir sungai
terjadi ketika hujan lebat di daerah aliran sungai menyebabkan kelebihan air mengalir melampaui palung sungai
normal. Banjir genangan terjadi ketika muka air tanah atau tanah tidak dapat dengan cepat menyerap atau
mengalirkan air hujan yang terakumulasi. Banjir bandang disebabkan oleh akumulasi cepat limpasan air dari badai
hujan di wilayah berbukit atau pegunungan. Banjir pesisir dapat muncul sebagai akibat pasang tinggi yang terkait
badai (Cuny, 1991).

Peristiwa alam yang paling luas cakupannya dan paling sering terjadi di seluruh dunia adalah banjir. United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai
“perubahan iklim yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan aktivitas manusia yang mengubah
komposisi atmosfer global dan yang berada di luar variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu yang
sebanding” (UNFCC, 2011, p. 2). Selain menyebabkan peningkatan kejadian banjir, perubahan iklim juga
diproyeksikan mengubah rerata dan tren iklim serta meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem seperti
badai musim dingin, badai tropis, dan hujan lebat (Pachauri et al., 2014).

Selama setengah abad terakhir kerugian moneter akibat banjir meningkat hingga sepuluh kali lipat
(Padawangi & Douglass, 2015). Banjir yang terkait dengan bencana lain seperti tsunami dan badai, akan
menimbulkan dampak tidak langsung yang sulit diukur atau tidak ikut diperhitungkan, misalnya saat banjir memicu
tanah longsor dan wabah penyakit (Smith, 2013). Karena sebagian besar kerusakan akibat banjir terjadi di kota-
kota, banjir dipandang sebagai ancaman khusus bagi populasi manusia di wilayah perkotaan (Ashley et al., 2007).
Menurut (Budiyono et al., 2015), di antara semua negara di Asia, Indonesia (Gambar 1.1—Zkiri atas) mengalami
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beberapa dampak kerusakan paling serius akibat banjir, khususnya di ibu kotanya, Provinsi DKI Jakarta (Gambar
1.1—kiri bawah).
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(mainland)

. Jakarta Province
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Administrative
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Gambar 1.1. Peta menampilkan: (kiri atas) Indonesia dan lokasi Jakarta; (kiri bawah) Provinsi DKI Jakarta; dan
(kanan) wilayah daratan Jakarta (diadaptasi dari Kusumo dkk., 2017).

Menurut (Texier, 2008), Jakarta, sebuah konurbasi pesisir yang diperkirakan berpenduduk 20 juta jiwa,
terdampak banjir selama hampir 60 persen tahun 2007. Di antara wilayah yang paling terdampak adalah kawasan
permukiman informal tidak mampu, seperti kampung-kampung di dekat Teluk Jakarta (Texier, 2008). Kampung
atau kampung kota adalah jenis kawasan permukiman yang lazim ditemukan di kota-kota Indonesia. Kampung juga
kerap digambarkan sebagai permukiman informal, permukiman liar, dan/atau permukiman ilegal. Permukiman
kampung secara khas terdiri atas hunian perkotaan berkepadatan tinggi (Anindito et al., 2019). Sekitar 215.000
orang tinggal di permukiman informal atau yang disebut kampung di Jakarta (Tabel 1.1). Gambar 1.2 menunjukkan
bahwa sebagian besar permukiman informal terdampak banjir selama musim hujan.

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh (Central Bureau of Statistics (BPS), 2017).

Kota Administrasi Jumlah Presentase

Jakarta Utara 69.507 32%
Jakarta Barat 104.639 49%
Jakarta Pusat 20.286 9%
Jakarta Timur 12.261 6%
Jakarta Selatan 9.181 4%
Total 215.774 100%




Java Sea

Gambar 1.2. Sebaran permukiman informal (hitam), kawasan rawan banjir (biru muda), dan area tumpang-tindih
keduanya (biru tua) di Jakarta, Indonesia.

Selain banjir, Jakarta menghadapi banyak tantangan lain termasuk kepadatan penduduk dan kemacetan lalu
lintas (Hutasoit, 2019). Berbagai permasalahan kota tersebut, dikombinasikan dengan pandangan pemerintah pusat
bahwa ibu kota Indonesia seharusnya bebas dari ancaman alam dan antropogenik, telah memunculkan pertanyaan
tentang peran Jakarta sebagai ibu kota (Sutoyo & Almaarif, 2020). Pemindahan fungsi pemerintahan ibu kota dari
Jakarta ke Kalimantan telah diumumkan oleh Presiden Jokowi saat itu, dengan pemindahan tersebut menjadi tujuan
pembangunan jangka menengah nasional dalam setengah dekade mendatang (Sugihartati et al., 2020). Namun,
kelayakan kebijakan ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Pendirian ibu kota baru di Kalimantan dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan besar karena deforestasi luas dan pergeseran polusi udara, kerusakan pada
lokasi yang diusulkan yang saat ini merupakan salah satu hotspot keanekaragaman hayati global utama (Van de
Vuurst & Escobar, 2020). Pemerintah Indonesia juga diketahui memiliki keterbatasan kemampuan finansial,
sehingga banyak yang mempertanyakan apakah pemindahan ibu kota semacam itu dapat dibiayai (Sugihartati et al.,
2020). Sementara itu, fungsi keuangan, perdagangan, dan banyak fungsi lainnya akan tetap berada di Jakarta,
menjadikan peninjauan ulang tantangan banjir dan isu lain di kota ini sebagai hal yang tetap mendesak dan perlu.

II. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab banjir di Jakarta, mendiskusikan berbagai
kemungkinan bagaimana permasalahan yang teridentifikasi bisa diselesaikan, dan merumuskan rekomendasi
kebijakan yang dapat menjawab permasalahan utama. Permukiman kumuh atau kampung pesisir adalah wilayah
yang paling terdampak banjir di Jakarta seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, oleh karena itu
kajian pada penelitian ini juga akan memperhatikan wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif
berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen karena efektif mengungkap makna di balik angka serta
menyediakan jejak audit yang kuat lintas-sumber (Creswell, 2014). Studi pustaka tersebut menjadi dasar bagi
penelitian ini untuk mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan yang menyebabkan banjir di Jakarta.

Selanjutnya permasalahan utama ditentukan melalui metode USG. Penelitian ini memprioritaskan isu
dengan pendekatan USG (Urgency, Seriousness, Growth) karena kerangka ini sederhana namun sistematis untuk



menyusun urutan masalah berdasarkan tingkat keterdesakan (U), dampak/keparahan (S), dan kecenderungan
pertumbuhan/perburukan (G), sehingga keputusan kebijakan fokus pada isu paling krusial terlebih dahulu (Naser
et al., 2022). Secara prosedural, kami (i) melakukan situational analysis untuk merumuskan daftar isu awal berbasis
data sekunder (i1) membentuk panel penilai lintas-pemangku kepentingan; (iii) mendefinisikan kriteria operasional
U-S-G yang terukur, lalu memberi skor 1-5 untuk tiap isu guna meningkatkan diskriminasi antar opsi; (iv)
mengagregasi skor (U+S+G) dan mengurutkan prioritas; (v) memvalidasi hasil melalui diskusi terfokus/FGD.
Rasional dari setiap langkah adalah mema%tikan keterlacakan (traceability) antara data, penilaian, dan keputusan
perankmgan tramparan melalu1 aturan penjumlahan sederhana (1\) dan validasi menjaga rehablhtas sub%tantlf
(v)(Apriani et al., 2024; Muqtadiroh et al., 2023).

Untuk mengevaluasi dan memilih alternatif kebijakan, penelitian ini menerapkan kerangka Eightfold Path
(Bardach & Patashnik, 2023) dan secara operasional memfokuskan tahap “menetapkan kriteria evaluasi” pada empat
kriteria kelayakan yang saling melengkapi: technical feasibility (apakah solusi dapat diwujudkan secara teknis dengan
sumber daya dan teknologi yang tersedia—alasan: mencegah rekomendasi yang tidak bisa diimp]ementasikan)
economic & financial posszbzlzty (apakah biaya—CAPEX/OPEX—sepadan dengan manfaat serta sesuai dengan
kapasitas fiskal—alasan: menjaga keberlanjutan pembiayaan publik); political viability (apakah aktor kunci dan
konstelasi kepentingan memungkinkan adopsi kebijakan—alasan: tanpa dukungan politik, opsi berisiko mandek);
dan admainistrative operability (apakah kapasitas institusi, SOP, dan tata kelola memadai untuk mengoperasionalkan
kebijakan—alasan: implementasi menentukan hasil). Prosedur ringkasnya: (i) memetakan alternatif berbasis
diagnosis masalah dan bukti; (ii) menyusun indikator terukur untuk tiap kriteria; (iii) memberi skor 1-10 per kriteria
per alternatif berdasarkan penilaian penilaian ahli; (iv) mengagregasi skor melalui weighted sum; dan (v) melakukan
challenge session untuk meninjau bias, asumsi, serta risiko implementasi (Bardach & Patashnik, 2023)

II1. Identifikasi Masalah

Seiring walktu, perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan telah menyebabkan kejadian banjir ekstrem
yang lebih sering di Jakarta (Kure et al., 2014), dengan jumlah lokasi tergenang di seluruh kota yang semakin
meningkat. Banjir terjadi di sekitar 61 lokasi pada tahun 1992, 90 lokasi pada tahun 1996, dan 159 lokasi pada tahun
2002 (Asdak & Supian, 2018). (Hanson et al., 2011) memproyeksikan bahwa Jakarta akan menempati peringkat ke-
20 secara global dari 186 kota pelabuhan pada tahun 2070 dalam hal jumlah penduduk dan aset yang terekspos
banjir pesisir, dan peringkat ke-11 pada tahun 2050 dalam hal kerugian tahunan yang diharapkan akibat banjir. Di
kawasan Asia Tenggara, posisi yang terakhir ini berada di belakang Kota Ho Chi Minh, peringkat ke-9, dan di
depan Bangkok, peringkat ke-18 (Hallegatte et al., 2013).

Di Jakarta, banjir terjadi setiap tahun pada musim hujan, dengan banjir skala lebih besar kira-kira setiap lima
tahun yang menimbulkan kerusakan sangat signifikan (Adi, 2014). Musim hujan di kota ini berlangsung dari
Desember hingga Maret setiap tahun (Hendiarti, 2011). Tabel 8.1 menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan oleh
banjir besar terbaru di kota tersebut. Banjir parah lebih lanjut diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun
mendatang. Penurunan muka tanah yang konstan berkontribusi pada peningkatan terus-menerus volume genangan
banjir di kota (Moe et al., 2016). Kenaikan muka laut ditambah penurunan muka tanah diprediksi akan menyebabkan
perluasan area potensial kota yang tergenang sedalam 1 m atau lebih menjadi 110,5 km? sepanjang abad berikutnya/
pada tahun 2050 (Dwirahmadi et al., 2019, p. 2).

Tabel 3.1. Kerugian yang timbul akibat banjir di Jakarta

Estimasi Total

Tahun Kerugian (USD) Dampak Banjir Lainnya Referensi

Menyebabkan 48 korban jiwa dan 276,333 orang harus Bappenas (2007); Nuraini

2002 1,510,000,000 . .
dievakuasi. (2020)

Salah satu banjir terparah yang pernah tercatat.
Menyebabkan penutupan banyak jalan dan jalur kereta,
termasuk jalan tol menuju bandara internasional, serta
pengungsian lebih dari setengah juta orang.

Adi (2014); Bappenas
(2007); Budiyono, Aerts,
Brinkman, dkk. (2015)

2007 {[890,000,000

Adi (2014); observasi dan
pengalaman profesional
penulis

Gangguan fungsi dan transmisi peralatan pembangkit

2013 /562,008,750 Do -
g g listrik yang rusak; 14 korban jiwa.




Estimasi Total .. . .
Tahun Kerugian (USD) Dampak Banjir Lainnya Referensi

Estimasi kerugian ekonomi tahunan DKI = Rp2,1 triliun
2024 |[182,000,000 (bukan satu event); ada kejadian banjir 26 Mei yang
mendampak 463 jiwa & 146 rumah.

Antara (2024); BNPB
(2024

Fenomena banjir yang kita lihat di Jakarta saat ini bukan hal baru. Kota ini secara alami memiliki risiko
banjir yang tinggi karena letak geografisnya di dataran rendah yang dilalui 18 sungai (Mishra et al., 2018). Bagian
utara Kota Jakarta juga mengalami pasang surut harian dan terpapar dampak kenaikan muka laut (Surya et al,,
2019). Menurut Prasasti Tugu, dokumen tertulis tertua tentang Jakarta yang berasal dari abad ke-5 M banjir telah
terjadi di Jakarta sejak era Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara yang memerintah pada abad ke-3 M
(Oppusunggu & Tantular, 2015). (Marfai, 2013) mendokumentasikan bahwa Jakarta telah mengalami banjir besar
berkali-kali di masa lalu—pada tahun 1621, 1654, 1876, 1976, 1977, 1984, 1989, dan 2007.

3.1 Gambaran umum pendekatan pengelolaan banjir Jakarta

Pengaruh solusi ilmiah Barat terhadap penanganan banjir di Jakarta telah mendominasi sejak era kolonial
Belanda hingga saat ini. Banjir besar pertama yang tercatat secara rinci dalam sumber tertulis terjadi pada tahun
1621, tiga tahun setelah dimulainya era kolonial Belanda (Gunawan, 2010). Sebagai respons, kanal dibangun di
dalam kawasan bertembok Batavia (nama Jakarta pada masa VOC) (Octavianti & Charles, 2018). Kanal-kanal ini
juga berfungsi sebagai satu-satunya moda transportasi pada masa itu (Abeyasekere, 1987). Pembangunan kanal
dilanjutkan secara bertahap oleh pemerintah kolonial, dengan lebih dari lima kanal dibangun di area Batavia seluas
1,3 km? selama 30 tahun pertama pendudukan (Putri & Rahmanti, 2010).

Sejak itu, solusi rekayasa untuk menghadapi banjir mendominasi di Jakarta. Asal-usul perencanaan tata
ruang dan pengelolaan banjir yang terlembaga di Indonesia yang menekankan langkah-langkah infrastruktur
bermula dari era kolonial. Menurut (Meulder, 2013), rencana awal Batavia (lihat Gambar 3.1) dirancang mengikuti
model kota Belanda dan disusun mengelilingi kanal yang meluruskan aliran Sungai Ciliwung. Ideal yang berasal
dari “Low Countries” (Belanda, Belgia, dan Luksemburg) tersebut diadopsi dan diwujudkan dalam bentuk bagan
alir di mana kanal-kanal mendefinisikan fungsi dan struktur rencana kota niaga ini. Pendekatan tersebut pada
akhirnya tidak berhasil, karena badan air asli Jakarta tidak memiliki karakter sungai yang tenang seperti di Low
Countries, melainkan dinamis, besar, dan musiman. Variasi pergerakan air yang sangat besar di lingkungan tropis
membawa sedimen dalam jumlah sangat banyak dan menghasilkan luapan air keruh dari saluran berlumpur yang
berkapasitas terbatas, sehingga pemeliharaan kanal menjadi pekerjaan yang menantang. Ketidakselarasan antara
perencanaan alur air dan karakter lingkungan ini memperburuk banjir di permukiman dan berujung pada
konsekuensi buruk, seperti pandemi malaria pada era kolonial (Meulder, 2013).

i
\

rta abad ke-17 pada masa VOC (Meulder, 2013).

i

Gambar 3.1. Rencana Kota Jaka



Sesudah era kolonial, menurut (Caljouw et al., 2005), rencana induk yang dikembangkan pemerintah
Indonesia tahun 1965 dan 1984 juga sangat bergantung pada langkah-langkah struktural. Berdasarkan Rencana
Induk 1984, terdapat peningkatan kesadaran dan upaya untuk memperbaiki drainase serta pengendalian banjir di
Jakarta pada periode 1985—2005. Tujuan utama rencana ini adalah meningkatkan kelancaran aliran air melalui kota,
mengintegrasikan sistem drainase mikro, semi-makro dan makro, serta menyediakan area retensi air hujan untuk

“pembersihan” kanal selama musim kemarau (Caljouw et al, 2005). Tabel 3,2 menggambarkan bagaimana
perencanaan dan pengelolaan risiko banjir berubah pada tiga periode pemerintahan kolonial Belanda, pasca kolonial,
dan Orde Baru namun tetap menekankan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sebagai pendekatan
dominan terhadap persoalan banjir kota.

Tabel 8.2. Pendekatan pengelolaan risiko banjir Jakarta dari waktu ke waktu pada tiga periode administrasi utama
(Caljouw et al., 2005).

Periode Praktik, luaran, dan pendekatan pengelolaan banjir

Era kolonial Belanda Sistem kanal sudah ada sejak awal era ini. Rancangan awal Batavia merujuk pada
(1619-1942) model kota ideal ala Belanda.

Era pascakolonial Rencana induk 1965 yang disusun pemerintah Indonesia didasarkan pada langkah-
(1945—-1965) langkah infrastruktur yang dominan.

Era Orde Baru Peninglkatan kesadaran atas drainase dan pengendalian banjir mendorong Rencana
(1966—1998) Induk Jakarta 1984 untuk periode 1985—2005.

Menurut (Octavianti & Charles, 2018), pendekatan yang memprioritaskan langkah-langkah infrastruktur
untuk menghadapi banjir bertahan hingga masa kini. Jakarta memiliki jaringan infrastruktur pengendali banjir
yang diharapkan pemerintah dapat andal mencegah bahaya banjir. Banyak faktor yang membuat pendekatan
“mengendalikan air” ini tetap bertahan, salah satunya karena pembangunan infrastruktur besar selaras dengan
siklus politik yang pendek di Jakarta yang juga memberikan hasil yang cepat dan terlihat (Octavianti & Charles,
2018). Namun, solusi yang berorientasi rekayasa ini tampak belum memadai untuk mengelola bahaya banjir secara
efektif.

Selain kurang efektif menangani bahaya banjir, pendekatan pengendalian banjir juga makin sulit diterapkan
di Jakarta masa kini. Menurut (Neolaka, 2013), normalisasi Sungai yang mencakup relokasi komunitas di bantaran
sungai, pelebaran sungai, dan penguatan dengan infrastruktur pengendali banjir diutamakan dalam upaya
penanganan banjir Jakarta. Namun upaya ini tampak kurang efektif, antara lain karena pelaksanaannya bergantung
pada pemindahan komunitas yang telah tinggal di bantaran sungai selama beberapa generasi (Neolaka, 2013).
Pemindahan dan gangguan mata pencaharian ini seringkali mendapat perlawanan dari komunitas yang pilihan
alternatifnya terbatas.

Ketidakcukupan pendekatan pengendalian banjir juga terlihat di banyak tempat lain di dunia. Menurut (Liao
et al, 2016), kerusakan banjir yang tinggi tetap terjadi di banyak kota yang telah menerapkan infrastruktur
pengendali banjir secara luas (tanggul, bendungan, kanal lurus, kanal pengalihan, bendung, dan stasiun pompa).
Karena itu, banyak pemerintah meninjau kembali pendekatan struktural konvensional berbasis rekayasa keras
sebagai proteksi banjir. Kini pergeseran menuju praktik yang lebih terintegrasi, berbasis risiko, dan adaptif, alih-
alih standar keselamatan struktural konvensional telah menjadi hal umum secara internasional (Ward et al., 2013).

Pendekatan adaptasi terhadap banjir berpotensi besar di Jakarta karena banyak komunitas memiliki sejarah
pengetahuan lokal yang dapat mendukungnya. (Putra et al., 2019) menemukan komunitas di utara Jakarta menjadi
tangguh terhadap banjir pesisir berkat tindakan adaptasi fisik dan sosial berbasis pengetahuan lokal oleh warga.
(Marfai et al., 2015) menyatakan sebagian komunitas yang tinggal di area rawan banjir di Jakarta menyusun strategi
adaptasi berbasis pengetahuan lokal, seperti membangun rumah bertingkat dan meninggikan lantai bangunan, yang
membantu mengurangi kerugian ekonomi dan fisik akibat banjir.

3.2 Perencanaan tata ruang dan banjir

Pendekatan pengendalian banjir terbukti tidak memadai jika berdiri sendiri dalam merespons bahaya banjir
di Jakarta. Namun demikian, infrastruktur pengendali banjir telah diinvestasikan dan dikembangkan secara luas di



kota ini dari waktu ke waktu, dengan perencanaan tata ruang memainkan peran penting. Seperti dijelaskan pada
bagian sebelumnya, rencana induk Jakarta dari era kolonial hingga Orde Baru—berbasis pada jaringan
infrastruktur pengendali banjir dan kebijakan perencanaan tata ruang serta pengelolaan banjir yang menekankan
langkah-langkah infrastruktur.

Perencanaan tata ruang mungkin memiliki keterkaitan yang lebih rumit, bahkan bersifat kausatif, terhadap
situasi banjir Jakarta. Menurut (Woltjer, 2009), hubungan antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan air dapat
diekspresikan dalam berbagai cara. Di satu sisi, banjir dan pencemaran adalah masalah air yang sering dihasilkan
dari aktivitas di darat, dan ketiadaan atau keberadaan air sering kali membatasi atau justru mendorong
pembangunan kota. Di sisi lain, banjir dapat dipicu oleh perubahan tata guna lahan masif yang mendorong
pembangunan perkotaan padat. Kawasan alami bisa mengalami penurunan kualitas air dan penipisan air tanah,
dipengaruhi oleh sejumlah penggunaan lahan seperti industri dan pertanian. Ini menunjukkan bahwa perencanaan
tata ruang dan pengelolaan air secara inheren terhubung melalui lingkar umpan balik (Woltjer, 2009).

Studi-studi sebelumnya berargumen bahwa pola pembangunan kota Jakarta—yang semestinya dikelola
dengan tepat oleh kebijakan perencanaan dapat memperparah banjir di kota. Menurut (Renald et al., 2016), kejadian
banjir besar kian sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan lebih destruktif akibat pemanfaatan dan ekspansi
lahan yang intensif, serta pertumbuhan dan pembangunan kota yang cepat. (Abidin et al., 2001) menyatakan laju
dan skala pembangunan kota Jakarta yang masif mendorong ekstraksi air (khususnya air tanah) dalam jumlah besar
dan menambah beban pada tanah. Hal ini memengaruhi laju subsidensi dan berkontribusi memperburuk banjir.
(Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, 2007) menyimpulkan bahwa penurunan muka tanah dapat memicu
intrusi air laut yang diperkirakan akan mencakup 50% Jakarta Utara pada 2050.

Temuan-temuan ini mengisyaratkan bahwa pendekatan perencanaan tata ruang saat ini di Jakarta belum
berfungsi efektif untuk merespons situasi banjir kota. Ini problematik karena perencanaan tata ruang dapat menjadi
komponen kunci dalam respons. Menurut (Hall et al., 2003) dan (Pottier et al., 2005), dampak banjir dapat
diminimalkan melalui pendekatan seperti penataan zonasi. (Bergsma, 2016) berargumen bahwa di Belanda terjadi
pergeseran paradigma dalam merespons banjir. Di era perubahan iklim, banjir akan menjadi lebih sering, tak
terkendali, dan lebih merusak; pembuat kebijakan perlu menerapkan pendekatan pengelolaan banjir yang baru.
Mengurangi paparan risiko banjir kini menggantikan perlindungan penuh seluruh kawasan kota (yang menekankan
pembangunan dinding banjir dan tanggul). Karena itu di Belanda perencanaan tata ruang digunakan untuk
manajemen risiko banjir, meliputi pencegahan dan mitigasi. Dalam aspek mitigasi, perencanaan tata ruang dapat
mendorong bangunan tahan banjir dan penetapan area retensi air darurat, dalam aspek pencegahan ia dapat
mendorong proyek peningkatan kualitas sungai dan pengelolaan aktivitas pembangunan di area berisiko banjir
tinggi (Bergsma, 2016). Pemerintah Jakarta perlu menyadari pergeseran paradigma ini, sebab kota Jakarta
mengadopsi pendekatan Belanda pada masa kolonial dan belum banyak beranjak sejak itu. Jakarta juga mungkin
harus berfokus pada langkah-langkah perencanaan tata ruang untuk mengurangi paparan risiko banjir, karena
pendekatan pengendalian banjir terbukti tidak cukup bahkan di Belanda, tempat pendekatan itu dicetuskan.

3.3 Masalah utama

Informasi yang bersumber dari data sekunder pada bagian sebelumnya dijadikan dasar oleh penelitian ini
untuk memetakan akar permasalahan banjir di Jakarta. Seperti yang ditunjukan oleh Tabel 3.3 setidaknya ada lima
permasalahan yang menyebabkan banjir di kota tersebut yaitu perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut
(sea level rise), kondisi geografis kota yang rentan terhadap banjir, pengelolaan banjir yang tidak efektif’ dan
penurunan muka tanah (land subsidence). Diantara lima masalah tersebut penelitian ini mengidentifikasi pengelolaan
banjir yang tidak efektif sebagai masalah utama yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Masalah utama tersebut
ditentukan berdasarkan metode penentuan prioritas masalah yaitu metode skoring USG (Urgency, Serousness,
Growth) yang melibatkan para ahli yang berasal dari Ditjen Sumber Daya - Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen
Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya —
Pemerintah Provinsi Jakarta, dan Magister Perencanaan Wilayah Kota — Universitas Tarumanagara. Para ahli
tersebut memberikan skor dan mengisi table USG yang diberikan kepada mereka terkait penentuan masalah utama
banjir Jakarta (Tabel 3.3). Secara garis besar, pengelolaan banjir yang tidak efektif dipilih karena dampaknya dapat
secara cepat dirasakan oleh masyarakat dan penyelesain masalah terkait pengelolaan banjir juga dapat dilakukan
segera dibandingkan permasalahan lain seperti kenaikan muka air laut dan penururunan muka tanah yang
melibatkan lebih banyak pihak untuk menyelesaikannya misalnya.



Tabel 8.3. Skoring USG untuk menentukan masalah utama banjir di Jakarta.

No Daftar Masalah Urgency | Seriousness Growth | Total Nilai

1. Perubahan tata guna lahan (Kure et al., 2014 3 5 4 11

2. Kenaikan muka air laut 5 4 3 14
(Dwirahmadi et al., 2019, p. 2).
Kondisi geografis yang rawan (Mishra et al., 2018). 3 4 3 10

4. | Pengelolaan banjir yang tidak efektif 5 5 5 15
(Octavianti & Charles, 2018).

5. Penurunan muka tanah (Moe et al., 2016) 4 3 5 12

Selanjutnya penulis melakukan identifikasi penyebab masalah yang terus diturunkan sampai level terbawah
atau sampai menemukan akar masalah. Berdasarkan akar masalah inilah kemudian dirangkum menjadi satu kalimat
pernyataan masalah (Problem Statement).

Masalah utama: 4. Pengelolaan banjir yang tidak efektif (Octavianti & Charles, 2018).

Penyebab Masalah Level 1:

4a.

4b.
4c.

Pembangunan permukiman/infrastruktur fisik publik dan privat yang mengadopsi pendekatan
barat (hanya mengutamakan upaya mengontrol banjir) tanpa memperhatikan kebutuhan lokal
akan bentuk lingkungan binanaan yang adaptif terhadap banjir (Meulder, 2013).

Koordinasi lintas-wilayah dan lintas-lembaga yang terfragmentasi (Rahayu et al., 2024

Permasalahan yang tidak ditangani tuntas dalam kebijakan seperti saluran drainase tersumbat (Bott et

al., 2021)

Penyebab Masalah Level 2:

4al.

4a2.

4a3.

4b1.

4b2.

4bs.

4cl.
4c2.
4c3.

Kebijakan tata ruang di Jakarta yang cenderung hanya mendorong/mengutamakan pembangunan
infrastruktur pengendali banjir saja (yang terbukti sering mengalami kegagalan) tanpa

memperhatikan kearifan lokal masyarakat dalam membangun permukiman yang ko-eksis dengan

banjir (Caljouw et al., 2005).

Di negara berkembang, pendekatan pembangunan versi negara maju menjajah cara piker orang banyak
sehingga pengetahuan dan nilai-nilai lokal tersisih, menumbuhkan inferioritas pada pembuat kebijakan
dan akademisi, serta menghambat lahirnya solusi yang kontekstual (Liu et al., 2020).

Pembangunan infrastruktur pengendali banjir skala besar sesuai dengan siklus politik yang pendek
karena pendekatan ini dapat terlihat selesai dibangun dengan cepat (Octavianti & Charles, 2018).

Batas hidrologis yang tidak sama dengan batas administrasi sehingga timbul lemahnya kendali rencana

tata ruang lintas daerah (Rahayu et al., 2024).

Tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah dan ketiadaan platform koordinasi yang

berdaya hukum (JICA, 2013)

Fragmentasi politik dan pendanaan yang mengganggu kesinambungan program pengendalian banjir

(World Bank, 2019)

Pengelolaan sampah yang lemah (terutama plastik) di hulu—hilir (Sari et al., 2022)

Pendangkalan dan pemeliharaan yang tidak konsisten pada infrastruktur drainase (World Bank, 2016)
Penyempitan saluran dan alih fungsi lahan dengan implementasi runoft control yang lambat (Voiland,

2021)

Sehingga akar masalahnya adalah:

1.

Pengelolaan banjir yang tidak efektif




2. Pembangunan permukiman/infrastruktur fisik publik dan privat yang mengadopsi pendekatan barat
(hanya mengutamakan upaya mengontrol banjir) tanpa memperhatikan kebutuhan lokal akan bentuk
lingkungan binanaan yang adaptif terhadap banjir

3. Kebijakan tata ruang di Jakarta yang cenderung hanya mendorong/mengutamakan pembangunan
infrastruktur pengendali banjir saja (yang terbukti sering mengalami kegagalan) tanpa memperhatikan
kearifan lokal masyarakat dalam membangun permukiman yang ko-eksis dengan banjir

Berdasarkan akar masalah tersebut, maka problem statement yang di-highlight adalah pengelolaan banjir yang
tidak efektif karena kebijakan tata ruang hanya mendorong pengembangan infrastruktur pengendali banjir saja
tanpa mengarahkan pembangunan lingkungan binaan yang adaptif terhadap banjir.

IV. Analisis, dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menjelaskan setiap pilihan penyelesaian masalah yang
dihasilkan dari analisis pada Bab III. Setiap pilihan tersebut dijelaskan satu per satu. Meliputi deskripsi persamaan,
perbedaan dan kemungkinan pilihan alternatif tersebut mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah
(problem statement). Bagian kedua menjelaskan metode penilaian dan hasil pemilihan salah satu alternatif kebijakan
terbaik dan cocok untuk diajukan sebagai kebijakan yang direkomendasikan.

4.1. Pilihan Kebijakan

Untuk menjawab problem statement diatas penelitian ini mengajukan penyelesaian masalah yaitu penetapan
kebijakan tata ruang yang dapat mendorong terwujudnya lingkungan binaan yang adaptif terhadap banjir melalui
beberapa pilihan pembangunan yaitu:

1. Urbanisme amfibi: bentuk permukiman yang dapat berfungsi baik pada kondisi kering maupun saat
banjir, baik pada tingkat properti (rumah panggung, bangunan kedap air, struktur terapung) maupun
pada tingkat lingkungan/kawasan (jaringan jembatan sementara, skybridge, jalan layang/bertingkat)
(Liao et al., 2016).

2. Peningkatan kapasitas retensi di kawasan tangkapan air: secara umum, pendekatan ini dapat
dilakukan melalui praktik konservasi serta pengolahan greywater dan air hujan di kawasan tangkapan,
serta pemulihan siklus air alami. (Serra-Llobet & Hermida, 2017).

3. Perlindungan terhadap area retensi yang sudah ada dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
penyerapan air di sungai dan kawasan tampungan air. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui
pemeliharaan dan pembersihan rutin (Saleh et al., 2009).

(Lennon et al,, 2014) berpendapat bahwa infrastruktur pengendalian banjir yang tidak memiliki fungsi
tambahan selain menurunkan risiko banjir berbiaya mahal bahkan di negara-negara maju. Infrastruktur seperti
kanal, tanggul, dan bendungan kerap gagal menahan luapan air banjir sehingga harus terus-menerus dibangun
kembali, dan rangkaian proyek peningkatan yang berkelanjutan tersebut menimbulkan biaya konstruksi yang
tinggi (Lennon dkk., 2014). Liao dkk. (2016) menegaskan bahwa kota justru menjadi lebih rentan ketika semata-
mata mengandalkan pengendalian banjir untuk mitigasi bahaya banjir. Sebagai alternatif, paradigma adaptasi banjir
membantu mencegah kerusakan dengan membiarkan air memasuki kota (secara terkendali), alih-alih menahannya
dan kemudian menghadapi masalah ketika penghalang jebol. Adaptasi banjir adalah upaya untuk mengurangi
kerugian akibat banjir dengan melakukan penyesuaian bentuk lingkungan binaan yang sudah ada (Liao et al., 2016).

Seperti yang telah diilustrasikan diatas terdapat tiga bentuk pembangunan yang dapat mewujudkan adaptasi
banjir yaitu urbanisme amfibi, peningkatan kapasitas retensi di kawasan tangkapan air, dan perlindungan terhadap
area retensi yang sudah ada. Kesamaan dari tiga jenis pendekatan tersebut adalah paradigma bahwa air perlu
diakomodasi kedalam permukiman karena mustahil untuk dihindari pada era perubahan iklim saat ini. Sehingga
banjir nantinya tidak menimbulkan kerusakan karena lingkungan binaan sudah disiapkan untuk genangan air.
Perbedaannya adalah bagaimana ruang untuk air dapat disediakan. Peningkatan kapasitas retensi di kawasan
tangkapan air memerlukan sterilisasi kawasan resapan air seperti sempadan sungai dari permukaan
bangunan/infrastruktur yang kedap air. Perlindungan terhadap area retensi yang sudah ada diwujudkan melalui
upaya seperti pengerukan sedimentasi lumpur pada sungai dan penanaman vegetasi untuk memastikan tingginya
daya serap air pada area tertentu. Terakhir, urbanisme amfibi tidak mensyaratkan pembongkaran bangunan pada
kawasan resapan air karena menekankan pada revitasasi bangunan atau lingkungan binaan yang sudah ada menjadi
ko-eksis dengan air, seperti merubah rumah tapak yang terendam banjir menjadi rumah panggung berdiri diatas
permukaan air.



4.2. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Untuk memilih alternatif kebijakan digunakan metode dan kriteria penilaian berdasarkan konsep, metode
atau teori yang relevan dengan tujuan penyelesaian masalah sesuai dengan problem statement yang diidentifikasi pada
bab sebelumnya. Ketersediaan sumber daya juga merupakan salah satu kriteria pemilihan opsi kebijakan.

Metode pemilihan alternatif kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (Bardach &
Patashnik, 2023) yang memiliki empat kriteria yaitu technical feasibility, economic and financial possibility, political
viability, dan administrative operatibility. Seperti halnya pemberian skor pada tabel USG pada saat penentuan masalah
utama, dalam penggunaan metode pemilihan alternatif kebijakan-pun telah diundang kembali pada ahli untuk
memberikan skor dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1. Skoring menggunakan kerangka Eightfold Path (Bardach & Patashnik, 2023) untuk menentukan solusi
utama banjir di Jakarta.

Rriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)

technical economic and political | administrative | Skor Total
Seasibility | financial possibility | viability operability

Urbanisme amfibi 7 7 8 7 29

Peningkatan kapasitas retensi di

. 8 8 7 9 32
kawasan tangkapan air

Perlindungan terhadap area retensi

yang sudah ada

Alternatif kebijakan yang memperoleh skor total tertinggi akan menjadi kebijakan terbaik yang terpilih, dan
merupakan kebijakan yang akan direkomendasikan kepada pengambil keputusan pada penelitian ini. Seperti yang
dapat dilihat pada Tabel 4.1, perlindungan terhadap area retensi yang sudah ada mendapat skor total tertinggi
dengan angka 35, diikuti oleh peningkatan kapasitas retensi di kawasan tangkapan air dengan skor 32, dan skor
terendah diperoleh upaya perwujudan urbanisme amfibi dengan angka 29.

Untuk itu penelitian ini merekomendasikan penetapan kebijakan tata ruang yang dapat mendorong
terwujudnya lingkungan binaan yang adaptif terhadap banjir melalui upaya perlindungan terhadap area retensi
yang sudah ada. Upaya ini secara teknik paling mungkin/layak dilakukan karena memerlukan pembangunan fisik
tidak sekompleks alternatif pendekatan lainnya, secara ekonomi dan finansial juga paling murah karena tidak
memerlukan biaya untuk pembebasan lahan atau revitalisasi bangunan yang masif seperti yang dipersyaratkan
upaya lainnya. Begitupun halnya dari aspek politik dan administratif pendekatan ini hanya mengoptimalisasi area
serapan air yang sudah ada karena tidak bersinggungan dengan properti yang dimiliki privat maupun publik.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Studi ini menyimpulkan bahwa persoalan prioritas terkait banjir bukan semata besarnya bahaya, melainkan
ketidakefektifan pengelolaan banjir yang terkonfirmasi melalui penentuan masalah berbasis skoring USG bersama
para ahli lintas instansi; “pengelolaan banjir yang tidak efektif” memperoleh skor tertinggi dan ditetapkan sebagai
problem statement karena dampaknya paling cepat dirasakan dan paling mungkin ditangani segera dibanding faktor
lain (kenaikan muka laut, penurunan muka tanah) yang lebih kompleks lintas-aktor. Sintesa lintas bab menunjukkan
tiga penggerak sistemik yang saling menguatkan: bias tata ruang dan pembangunan yang terlalu menonjolkan flood
control ala “pendekatan barat” tanpa mengarahkan lingkungan binaan yang ko-eksis dengan air; koordinasi lintas-
wilayah/lembaga yang terfragmentasi; serta isu seperti pendangkalan dan sumbatan saluran yang belum
terinstitusionalisasi kuat.

Masuk ke solusi, sintesa opsi kebijakan menegaskan pergeseran paradigma dari sekadar
“menahan/menjauhkan air” ke “mengakomodasi air” melalui tiga bentuk pembangunan yaitu urbanisme amfibi,
peningkatan kapasitas retensi di kawasan tangkapan, dan perlindungan area retensi eksisting yang sama-sama
berpandangan untuk menurunkan paparan dan kerentanan alih-alih hanya menaikkan ambang proteksi struktural
melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Perbedaannya terletak pada lokus dan syarat implementasi:
urbanisme amfibi menitikberatkan revitalisasi bangunan/lingkungan agar ko-eksis dengan genangan; peningkatan
kapasitas retensi menuntut konservasi/olah air hujan—greywater dan pemulihan siklus air; sedangkan perlindungan



area retensi eksisting menekankan pemeliharaan (pengerukan/pembersihan/vegetasi) untuk menjaga daya
tampung. Dengan demikian, ketiga opsi merupakan keluarga kebijakan adaptasi yang saling melengkapi, bukan
rival semata.

Hasil pemilihan alternatif menggunakan kerangka Bardach & Patashnik (kriteria: technical feasibility,
economic & financial possibility, political viability, administrative operability) menunjukkan “Perlindungan
terhadap area retensi yang sudah ada” sebagai opsi terbaik dengan skor total 85, mengungguli peningkatan
kapasitas retensi (82) dan urbanisme amfibi (29). Opsi ini lebih layak secara teknis dan operasional (berbasis aset
yang sudah ada), relatif hemat (tidak menuntut pembebasan lahan/rekonstruksi masif), serta minim konflik politik—
administratif karena fokus pada optimalisasi fungsi tampung yang telah tersedia. Sintesa ini mempertahankan
koherensi antara problem statement, analisis penyebab, dan pilihan solusi.

Penelitian ini juga mengajukan satu rekomendasi alternatif dari kebijakan terpilih yaitu penetapan kebijakan
tata ruang yang dapat mendorong terwujudnya lingkungan binaan adaptif terhadap banjir. Seperti yang dijelaskan
pada bagian pendahuluan, area permukiman informal atau kampung merupakan kawasan paling terdampak banjir
di Jakarta. Upaya revitalisasi kawasan informal sehingga memiliki bentuk lingkungan binaan yang ko-eksis dengan
banjir akan memungkinkan masyarakat kampung untuk mengurangi kerugian akibat banjir tanpa harus
menghadapi kebijakan penggusuran.

Bentuk kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang (RTR) pada skala
kota di Jakarta, seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), yang mengatur atau mendorong perwujudan urbanisme amfibi di dalam rencana struktur dan rencana
pola ruang yang tertuang dalam Perda RTRW maupun Perda RDTR. Karena Perda RTR adalah panglima
pembangunan di Indonesia yang mengatur semua pihak dalam melakukan pembangunan, dengan begitu baik
pemerintah maupun masyarakat nantinya akan membangun infrastruktur dan lingkungan binaan yang
memungkinkan air untuk ko-eksis dengan permukiman. Salah satu contoh bentuk lingkungan binaan tersebut
adalah rumah panggung modern yang berdiri diatas permukaan tanah yang dapat menyerap air, hal ini memastikan
air tidak masuk kedalam rumah serta cepat surut ketika banjir datang dan kerugian akibat bencana ini dapat ditekan.
Yang berwenang memutuskan dan menetapkan kebijakan ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta,
untuk memastikan kebijakan berkualitas baik dan dapat diimplementasikan di lapangan tentunya sesuai ketentuan
yang ada Perda RTR tersebut harus lahir dari proses perencanaan partisipatif dan telah melalui tahapan konsultasi
lintas sektoral dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah lainnya.

Meski begitu pendekatan ini memang memiliki skor terendah setelah dianalisa melalui kerangka Bardach &
Patashnik, hal ini karena perwujudan urbanisme amfibi pada kawasan kampung membutuhkan biaya yang besar.
Selain itu juga tantangan tinggi secara politis karena perlunya penyamaan persepsi semua pihak bahwa upaya
normalisasi dengan perobohan bangunan pada sempadan sungai atau pantai bukan satu-satunya solusi untuk
mengatasi banjir di Jakarta.
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